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Skripsi yang berjudul ‚Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan 
Tentang Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Agama Surabaya (Tinjauan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan dengan Hukum) bermaksud untuk menjawab 
permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca 
cerai di Pengadilan Agama Surabaya dan bagaimana analisis Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum terhadap pelaksanaan persidangan tentang 
nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya tersebut. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. 
Kemudian berdasarkan data yang sudah didapatkan dianalisis dengan analisis 
deskriptif dengan pola fikir deduktif, yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan 
persidangan tentang nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya. 
Kemudian menganalisis fakta yang ada di Pengadilan Agama Surabaya mengenai 
pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan  sidang tentang 
nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya mengikuti beberapa tahapan, 
diantaranya meliputi tahapan pertama yaitu tentang proses sebelum persidangan 
yang mana didalamnya memuat proses pendaftaran sampai penunjukan majelis 
hakim dan hari sidang, selanjutnya proses persidangan yang memuat tentang tata 
cara hakim dalam pengadili suatu perkara, dan yang terakhir tahapan sesudah 
persidangan, Dalam tahapan ini menjelaskan akibat hukum dan bagaimana 
langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan para pihak. Lebih lanjut, 
pelaksanaan sidang akan dilaksanakan dengan seadil-adilnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut analisis Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2017 beberapa hal dalam pelaksanaan persidangan 
memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender 
yang didorong oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Akan tetapi ada juga 
ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai. 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Hakim dalam mengadili suatu 
perkara harus mengadili perkara dengan seadil-adilnya terutama dalam mengadili 
perkara perempuan serta peran pemerintah untuk menyediakan fasilitas keadilan 
hukum yang memberikan keringanan dalam melaksanakan proses persidangan.  




































                                                                                         
Halaman 
SAMPUL DALAM .............................................................................................. i 
PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................................. ii 
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ......................................................... iii 
PENGESAHAN ................................................................................................. iv 
ABSTRAK... ....................................................................................................... v 
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi 
MOTTO  ........................................................................................................ viii 
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix 
DAFTAR TRANSLITERASI ............................................................................. xi 
BAB I       PENDAHULUAN .............................................................................. 1 
A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ......................................................... 6 
C. Rumusan Masalah .................................................................................... 7 
D. Kajian Pustaka ......................................................................................... 8 
E. Tujuan Penelitian ................................................................................... 10 
F. Kegunaan Hasil Penelitian ................................................................... 11 
G. Definisi Operasional .............................................................................. 11 
H. Metode Penelitian .................................................................................. 15 
I.  Sistematika Pembahasan ...................................................................... 18 
BAB II      PERCERAIAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DAN  
KETENTUAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017.................................. 20 
A. Perceraian Beserta Akibat Hukumnya ............................................... 20 
1.Pengertian Perceraian ........................................................................ 20 
2.Akibat Hukum Perceraian ................................................................. 20 
3.Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasca Cerai. ................................. 23 
B. Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan dengan Hukum ............................................. 27 
1.Sejarah Terbentuknya Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ........ 27 



































2.Isi Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan dengan Hukum ......................................... 32 
BAB III     PELAKSANAAN PERSIDANGAN TENTANG NAFKAH PASCA  
CERAI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA ......................... 38 
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya .................................. 38 
1. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya ................................... 38 
2.Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya ........................ 40 
3.Wilayah Yuridiksi  Pengadilan Agama Surabaya ......................... 41 
B. Pelaksanaan Persidangan Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Agama 
Surabaya .................................................................................................. 42 
1.Tahapan Sebelum persidangan ......................................................... 42 
2.Proses Persidangan ............................................................................. 45 
3.Tahapan sesudah persidangan .......................................................... 57 
BAB IV     ANALISIS PERMA NO.3 TAHUN 2017 TERHADAP  
PELAKSANAAN PERSIDANGAN TENTANG NAFKAH PASCA 
CERAI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA ......................... 60 
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Nafkah  Pasca Cerai di 
Pengadilan Agama Surabaya ............................................................... 60 
B. Analisis perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili 
perempuan berhadapan dengan hukum terhadap pelaksanaan 
persidangan tentang nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama 
Surabaya .................................................................................................. 62 
BAB V        PENUTUP .................................................................................................. 69 
A. Kesimpulan ............................................................................................. 69 
B. Saran ........................................................................................................ 70 
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 71 
LAMPIRA -LAMPIRAN................................................................................... 73 
 
 





































A. Latar Belakang Masalah 
Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang  
No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yang berbunyi;‚Perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.‛1Selanjutnya, 
perkawinan yang dianggap sah dijelaskan secara rinci pada pasal 2 ayat 1 dan 
2 Undang-Undang  Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
sebagai mana berikut: ‚1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; 2) tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.‛2 
Perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan antara laki-
laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang 
bernilai ibadah. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina 
kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Namun sering kali terjadi 
permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal 
melanjutkan kehidupan berumah tangga sehingga berakhir dengan perceraian 
antara keduanya.  
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Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
2
Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 



































Kata ‚cerai‛ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : v (kata 
kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, 
kata ‚perceraian‛ mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal 
perceraian (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata ‚bercerai‛ berarti:v 




Perceraian adalah kebutuhan manusia yang dituntut oleh fitrah 
manusia serta perbaikan sosial itu terjadi ketika pasutri memprediksikan 
bahwa keduanya akan hidup bahagia dan tentram, tapi kemudian keduanya 
mengetahui bahwa keduanya telah salah prediksi serta sangat mustahil untuk 
keduanya mempertahankan hubungan perkawinan. Terkadang perceraian 
dianggap sebagai penyelamatan baginya dari kondisi sosial yang tidak 
sanggup dihadapinya dengan kesabaran atau dari cengkraman seorang suami 
yang tidak menghormati haknya dan tidak menjaga kehormatan dan 




Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap 
istrinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang  No. 1 
Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk 
memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa 
Indonsia Edisi ke. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185. 
4
Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, Menyingkap Tabir Percraian, Terj. Kitab Asror fii Hayati Al-
Muthallaqot, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 203. 



































mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa 
nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah untuk anak-anak. 
Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani 
masa  iddah,  yaitu  masa-masa bagi seorang  perempuan  menunggu  dan 
mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah 
suaminya  menceraikan  dirinya.  Hukum  iddah  adalah  wajib  bagi  seorang 
isteri yang di talak suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat 
Al-Baqarah Ayat 228 yang artinya: ‚Wanita-wanita yang di talak hendaklah 
menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka 
menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka 
beriman kepada Allah dan hari akhirat.‛  
Perceraian dapat berasal dari talak suami (cerai talak) maupun gugatan 
dari isteri (cerai gugat) sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 114 
Kompilasi Hukum Islam,
5
 Setiap pasangan suami isteri yang menganut 
agama Islam yang ingin bercerai proses penyelesaiannya dilakukan di 
Peradilan Agama, karena merupakan kompetensi absolut dari Peradilan 
Agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 
perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
sebagaimana serta tertuang dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam 
Dalam kasus cerai talak menurut pasal 129 Kompilasi Hukum Islam suami 
yang akan menjatuhkan talak ke pada isterinya hendaknya mengajukan 
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Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam 



































permohonan perceraian baik  lisan maupun tertulis kepada Pengadilan 
Agama yang mewilayahi kediaman termohon (isteri) disertai alasan yang 
kuat serta meminta diadakan sidang untuk keperluan itu sesuai dengan tata 
cara Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang  perubahan UU Peradilan 
Agama. 
Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai 
perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan 
kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah 
Agung sebagai Pengadilan tertinggi. Dalam hal tempat kedudukan, 
Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan  
daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan 
pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah propinsi.  
Dalam hal kekuasaan hakim pada proses persidangan, hakim 
mempunyai kewenangan untuk melakukan pertimbangan hukum untuk 
tercapainya suatu keadilan bagi para pihak termasuk perempuan. Sehingga  
kemungkinan ada ketidak sesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan 
persidangan di Pengadilan Agama, yang mempengaruhi penetapan atau 
putusan hakim, yang nantinya berdampak pada para pihak termasuk 
perempuan. 
Hakim juga mempunyai kewajiban menjaminan perlindungan hukum 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 



































Jaminan hukum yang melindungi para pihak yang berperkara terutama pihak 
perempuan yang sering terjadinya deskriminasi atau ketidak adilan sebagai 
negara wajib untuk memastikan sebagai warga negara memiliki perlindungan 
dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan dan 
memiliki akses terhadap keadilan. Dalam implementasinya, perempuan tak 
mudah untuk mendapatkan persamaan didepan hukum dan akses terhadap 
keadilan. Perempuan sering  dihadapkan pada  hambatan berganda  dalam  
rangka  pemenuhan  haknya  karena adanya  diskriminasi gender berdasarkan 
cara pandang  terhadap  pria  dan  perempuan  yang stereotip. Pandangan  
yang  stereotip gender dan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan 
dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan 
untuk mendapatkan keadilan. Apabila perempuan mengalami diskriminasi 
dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan 
terhadap keadilan terutama dalam masalah nafkah pasca cerai. 
Hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan perma No. 3 tahun 
2017, tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum, dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan 
perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik 
dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau 
perempuan sebagai pihak, pedoman mengadili perkara perempuan 
berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim memahami dan menerapkan 
asas dan tujuan dalam peraturan Mahkamah Agung ini. 



































Melihat pada permasalahan yang diuraikan di atas bahwasannya dalam 
pelaksanaan persidangan mungkin saja masih ada aturan-aturan yang masih 
belum terlaksana dalam menangani suatu perkara sehingga kurang efektifnya 
suatu pelakasanaan persidangan di Pengadilan Agama tersebut yang mana 
akan mempengaruhi hasil putusan atau penetapan hakim bagi para pihak 
termasuk perempuan. 
Maka mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut ke 
dalam penulisan skripsi dengan judul : ‚Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan 
Persidangan Tentang Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Agama Surabaya  
(Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum)‛. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini 
penulis ingin  mengindentifikasi inti permasalahannya yang terkandung di 
dalamnya adalah sebagaimana berikut: 
1. Kewenangan Pengadilan Agama mengadili suatu perkara. 
2. Prosedur pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai. 
3. Efektif atau tidaknya pelaksanaan persidanagan tentang nafkah pasca 
cerai di Pengadilan Agama Surabaya. 
4. Dampak dari pelaksanaan persidangan tentang  nafkah pasca cerai. 



































5. Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang 
pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 
terhadap prosedur pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai. 
Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, agar penelitian 
dalam penulisan skripsi ini lebih terarah maka batasan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Prosedur pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai. 
2. Analisis peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang 
pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 
terhadap prosedur pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai. 
 
C. Rumusan Masalah  
Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa yang akan dijadikan 
rumusan masalah, sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca 
cerai di Pengadilan Agama Surabaya ? 
2. Bagaimana  analisis peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 
tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum terhadap prosedur pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca 
cerai di Pengadilan Agama Surabaya ? 
 



































D. Kajian Pustaka  
Supaya penelitian ini terjaga keabsahannya dan keorisinilannya, maka 
perlu adanya kajian pustaka di dalamnya sebagai pembanding antara karya 
yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa 
penelitian yang akan dilakukan bukan pengulangan atau duplikasi dari 




1. Skripsi yang di tulis oleh Salsabeela Adnya dengan judul Analisis Yuridis 
Pendangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap Pelaksanaan 
Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai. Dalam skripsinya, penulis 
mengambil kesimpulan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo 
mengemukakan efektifnya putusan sangat ditentukan oleh banyak aspek. 
Bisa berasal dari mantan suami atau mantan isteri. Kesadaran hukum dari 
mantan suami dalam pemenuhan isi putusan yaitu membayar nafkah 
pasca cerai merupakan hal penting yang harus dilakukan. Dalam 
kenyataannya tidak semua mantan suami memiliki itikad baik dengan 
segera membayarkan nafkah pasca cerai setelah dibacakannya ikrar talak 




2. Skripsi yang di tulis oleh Fitri Rahmiyani yang berjudul Nafkah Iddah dan 
Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar. Dalam 
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Salsabeelaala Adnya, Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama 
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skripsinya, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa, Pembebanan nafkah 
iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar 
dilakukan jika isteri mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah iddah 
dan mut’ah ataupun hakim menghukum pemohon secara ex officio untuk 
membayar nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan beberapa pertimbangan 
hakim. Namun pembebanan nafkah iddah dan mut’ah mengalami kendala 
yang sering ditemui oleh Pengadilan Agama manapun yaitu ketidak 
hadiran isteri selama proses persidangan berlangsung.
8
 
3. Skripsi yang dituis oleh Randy Kurniawan yang berjudul : Pelaksanaan 
Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah  Dalam Perkara Cerai Talak (studi 
terhadap putusan pengadilan agama kelas 1A tanjung karang No. 
0168/Pd.t/G/2012/PA.Tnk). Dalam kesimpulannya penulis menyampaikan 
bahwa Dalam prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan 
Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke 
pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan 
Agama Kelas 1A Tanjung Karang bahwa prosedur pelaksanaan putusan 
hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa 
tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, 
penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman 
lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari 
lelang, penetapan syarat lelang dan floor price, tata cara penawaran, 
                                                          
8
Fitri Rahmiyani, ‚Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama 
Makassar‛ (Skripsi – Fakutas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 59. 



































pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang 
barang hasil sita eksekusi nafkah iddah.9 
Skripsi-skripsi di atas meneliti tentang permasaahan nafkah iddah 
yang menjadi hak mantan istri setelah di ceraikan oleh suaminya yang 
mana ia dapatan setelah pembacaan putusan dihadapan pengadilan serta 
bagaimana penyelesaian jika mantan suami ingkar atau tidak 
melaksanaan kewajiban dalam putusan pengadilan. Yang membedakan 
penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dibahas dalam 
skripsi ini adalah penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana 
pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama 
Surabaya apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan Mahkamah 
Agung No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan 
berhadapan dengan hukum. 
 
E. Tujuan Penelitian  
Sesuai dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui prosedur pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca 
cerai di Pengadilan Agama Surabaya. 
2. Mengetahui analisis peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 
tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
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Randy Kurniawan ‚Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah  Dalam Perkara Cerai 
Talak (studi terhadap putusan pengadilan agama kelas 1A tanjung karang No. 
0168/Pd.t/G/2012/PA.Tnk)‛ (Skripsi – Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
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hukum terhadap posedur pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca 
cerai. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan 
manfaat baik bagi secara teortis maupun secara praktis, diantaranya 
sebagaimana berikut: 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
untuk menambah wawasan serta sebagai kontribusi dalam 
pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga 
Islam yang lebih dispesifikkan ke dalam lingkup Hukum Perkawinan di 
Indonesia. 
2. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai solusi terhadap 
problematika yang muncul akibat gejala sosial yang terjadi di peradilan, 
khususnya dalam  masalah yang berkaitan dengan perceraian. 
 
G. Definisi Operasional  
Sebelum memulai menyusun skripsi ini perlu penulis sampaikan bahwa 
judul skripsi adalah ‚Studi  Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan 
Tentang Nafkah Pasca Cerai (Tinjauan peraturan Mahkamah Agung No. 3 
tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 



































dengan Hukum) Untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis 
kemukan pengertian serta sekaligus penegasan judul skripsi ini sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan: pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan 
dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, 
implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 
siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
10
 
Pelaksanaan putusan peradilan adalah hal menjalankan putusan 
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan 
merupakan hasil akhir dalam sebuah sengketa.
11
 
2. putusan declaratoir: putusan declaratoir adalah putusan yang berisi 
pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan 
hukum semata –mata.12putusan declaratoir adalah putusan pengadilan 
yang amarnya menyatakan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah 
menurut hukum . dalam putusan ini, dinyatakan bahwa keadaan hukum 
tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan suatu hak atau suatu 
prestasi dan umumnya putusan model demikian terjadi dalam lapangan 
hukum pribadi misalnya tentang pengangkataan anak, tentang kelahiran, 
tentang penegasan hak atas suatu benda. fungsi utama dari diktum 
                                                          
10
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis kurikulum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 
2002), 70. 
11
Abdul  Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama...,103 
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M. yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 876. 



































putusan ini adalah pengasahan  terhadap suatu keadaan yang sudah ada, 
atau keadaan yang sudah tidak ada.
13
 
Constitutief  merupakan putusan yang memastikan suatu keadaan 
hukum, baik bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau yang 
menimbulkan keadaan hukum baru seperti putusan perceraian, 
merupakan meniadakan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara 
suami istri. 
Comdemnatoir merupakan putusan yang memuat amar 
menghukum salah satu pihak seperti halnya ganti rugi, utusan untuk 
melaksanakan secara suka rela harus dinilai dalam sejumlah uang  (pasal 
225 HIR/pasal 259 Rbg) dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti 
putusan untuk membayar sejumlah uang. 
3. Nafkah pasca cerai: bila terjadi perceraian maka bekas suami berhak 
memberikan nafkah lahir terhadap mantan istrinya yang dicerai antara 
lain sebagai berikut: 
a. Nafkah iddah adalah satu masa dimana perempuan yang telah 
diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka dari itu selama 
istri dalam masa menunggu mantan suami wajib memberikan nafkah 
baik berupa uang atau benda dan tempat tinggal.
14
 
b. Nafkah mut’ah Dalam kompilasi hukum islam pada pasal 1 ayat j 
yang berbunyi: ‚mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada 
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Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama, (Jakarta: 
Yayasan Al hikmah, 2000), 177. 
14
Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968),, 
125. 



































mantan istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang. 
Adapun besar kecilnya hadiah tersebut tidak dibatasi disamping itu 




c. Nafkah madliyah adalah nafkah yang terhutang. Nafkah madliyah 
merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah 




d. Pemberian  nafkah  kepada  anak  merupakan  suatu  kewajiban  dari 
orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam pasal 45 ayat 
(1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal yang menegaskan 
bahwa, ‚Kedua orang tua wajib untuk memelihara serta mendidik 
anak-anaknya dengan sebaik-baiknya‛.17 
Hal tersebut tercamtum dalam pasal 149 KHI huruf (b) dan dalam 
pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa ‚bekas istri yang dalam 
masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan 
tidak menikah dengan laki-laki lain‛ konsekwensi logis dari 
kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, 
sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut.
18
 
Nafkah pasca perceraian menurut hukum islam dan pasal 41 huruf 
c UU No. 1 tahun 1974  dijelaskan apabila terjadi perceraian antara 
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Pasal 1 Ayat J Kompilasi Hukum Islam. 
16
Abd. Rahman ghazaly, Fikih Munakahat, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 192. 
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Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
18
Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: cv. Toha Putra, cet.1, 1993), 101. 



































suami dan istri, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban 
mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan nafkah 
iddah, mut’ah, nafkah untuk anak serta melunasi mas kawin, 
perjanjian taklik, dan perjanjian lain. 
4. Perma: salah salah satu produk hukum dari mahkamah agung yakni 
peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari 




Dalam peraturan  Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan 
pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 
adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai 
korban, perempuan saksi atau perempuan sebagai pihak, jenis kelamin 
adalah status fisik fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebgai laki-laki 
dan perempuan. adapun asas dan tujuan Peraturan Mahkamah Agung ini 
yaitu penghargaan atas harkat martabat manusia, non diskriminasi, 





H. Metode Penelitian  
1. Data yang dikumpulkan di Pengadilan Agama Surabaya 
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Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi 
RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2001), 279. 
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Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.  
Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal 
bukan dalam bentuk angka.
21
 Yang termasuk data dalam penelitian ini 
adalah penjelasan deskriptif tentang prosedur pelaksanaan persidangan 
tentang nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya. 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 
informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan 
menjadi dua, yaitu :
22
 
a. Data primer, yaitu sumber data asli yang diterima langsung dari 
objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk 
mendapatkan data yang kongkrit.
23
 
1) Pelaksanaan persidangan Pengadilan Agama Surabaya.  
2) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang 
pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum. 
b. Data Sekunder, yaitu Sumber data yang diperoleh dari sumber 
yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi 
untuk melengkapi data primer
24
 Data sekunder sifatnya membantu 
untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai 
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Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), 2. 
22
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137. 
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Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Prenanda Media Group, 
2005), 55. 
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sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini antara 
lain sebagai berikut: 
1) H. Roihan A. Rasyid, Hukum acara peradilan agama. 
2) Muhamad syaifuddin, hukum perceraian. 
3) Slamet abidin, fikih munakahat 
4) Andi tahir hamid, beberapa hal baru tentang peradilan agama 
dan bidangnya. 
5) Abdul manan, penerapan hukum acara perdata di lingkungan 
pengadilan agama 
6) subekti, hukum acara perdata 
7) Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual, maka penulis 
menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:  
a. Teknik Dokumenter (Dokumentasi) 
Dokumentasi terdiri dari kata-kata dan gambar yang telah direkam 
tampa campur tangan dari pihak lain
25
 yang dimaksud dalam 
dokumentasi ini seperti tentang sejarah Pengadilan Agama 
Surabaya dan lain-lain.  
4. Teknik analisis data  
Hasil dari pengumpulan data diatas kemudian dilakukan dengan 
teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
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Ibid.,105. 



































analisis yakni dengan memaparkan data yang diperoleh dari 
dokumentasi secara mendalam dengan menganalisa  Semua aspek 
yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini, penelitian ini yang 
bertujuan untuk menemukan informasi dari suatu fenomena dengan 
menjelaskan tentang prosedur pelasanaan persidangan tentang nafkah 
pasca cerai. Kemudian hasil dari data tersebut dianalisis dengan 
menggunakan peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang 
pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. 
 
I. Sistematika Pembahasan  
Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, penulis 
menyusun sistematika pembahasan agar kepenulisan penelitian ini terarah 
dan memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. sistematika 
pembahsan penelitian ini ada lima bab, yang masing-masing membahas 
masalah yang berbeda. Hal ini merupakan satu kesatuan yang menyambung. 
Adapun pembahasan lima bab ini sebagai berikut: 
BAB I: Pendahuluan; Bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar 
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II: Merupakan kerangka teoritik yang memuat teori-teori 
berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat yang akan 
digunakan dalam pembahasan penelitian berupa : pengertian perceraian dan 



































akibat hukumnya, hak dan kewajiban suami-istri pasca cerai, dan peraturan 
Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum. 
BAB III: Menjelaskan hasil penelitian tentang pelaksanaan persidangan 
dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Surabaya yang berisi kompetensi 
pelaksanaan  persidangan  nafkah pasca cerai. 
BAB IV: Bab ini berisi analisis terhadap prosedur pelasanaan persidangan 
nafkah pasca cerai dan analisis berdasarkan tinjauan perma no. 3 tahun 2017. 
BAB V: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 


































PERCERAIAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DAN KETENTUAN 
PERMA NO. 3 TAHUN 2017 
A. Perceraian Beserta Akibat Hukumnya 
1. Pengertian Perceraian  
Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 28 No. 1 Tahun 1974  
yang memuat ketentuan bahawa‛ perkawinan dapat putus karena 
kematian, perceraian atas kehendak pengadilan.
1
 Jadi secara yuridis 
istilah perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan 
putusnya hubungan sebagai suami istri, dalam pasal 117 KHI juga 
menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan 




2. Akibat Hukum Perceraian 
Setiap putusnya perkawinan memiliki akibat hukum/konsekuensi 
yang timbul sebagai kewajiban yang harus ditanggung pihak berperkara 
(suami istri) yang tertuang dalam putusan. Menurut pasal 41 Undang-




a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana 
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Pasal 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
2
Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. 
3
Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Terkawinan. 



































ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan 
memberi keputusan.  
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam 
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.  
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk 
memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban 
bagi mantan isteri.   
Menurut Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan 
tertera dalam pasal 149 yaitu Bilamana perkawinan putus karena 
talak, maka mantan  suami wajib:
4
 
1) memberikan mut’ah yang layak kepada mantan isterinya, baik 
berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qabla al 
dukhul.  
2)  memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada mantan isteri selama 
dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba’in atau 
nusyuz  dan dalam keadaan tidak hamil.  
3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh 
apabila qabla al dukhul. memberikan biaya hadlonah  untuk anak-
anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.   
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Dalam hukum islam talak menimbulkan akibat berupa suatu 
kewajiban suami terhadap istri yang telah di talak antara lain:
5 
a) Sesuai dengan Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang artinya:‚untuk 
perempuan yang di talak itu kegembiraan (pemberian dari 
suaminya) secara ma’ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-
orang yang taqwa.‛  
b) Memberi  nafkah kepada isteri yang telah di talak  selama  masa 
iddah. Ketentuan ini sesuai dengan  Surat  At-Thaalaq  Ayat  6, 
yang artinya: ‚Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu 
bertempat  tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka  untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika 
mereka isteri-isteri yang sudah talak itu sedang hamil, maka 
berikanlah kepada mereka  nafkahnya hingga mereka bersalin, 
kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di 
antara kamu segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu 
untuknya‛.  
c) Mahar sewaktu akad nikah dilunasi apabila mahar tersebut belum 
dibayar baik seluruhnya  maupun  sebagian kepada mantan 
isterinya.  
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Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2006), 408. 



































d) Memberi  nafkah  kepada  anak-anaknya  untuk  pemeliharaan  dan 
kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan 
suami. Dalam perspektif hukum Islam, bagi bekas isterinya tidak 
dapat begitu  saja  menerima pinangan.
6
 
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasca Cerai. 
Hak dan kewajiban mantan suami pasca cerai sudah diatur dalam 
pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mana Pengadilan dapat 
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 
atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Maka dapat 
dipahami bahwa kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri itu 
ditentukan oleh pengadilan yang tidak lepas dari pertimbangan hakim. 
Pada dasarnya ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 
Tahun 1974 ini mempunyai ikatan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 
1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus 
perkawinannya  berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini 
telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat 
ketentuan imperaktif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya 
putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih 
datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang 90 
(sembilan puluh ) hari dan bagi yang tidak datang bulan maka ditetapkan 
90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda 
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 Menurut penjelasan Muhammad Yunus, apabila terjadi perceraian 
antara suami istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah 
dibebankan kepada mantan suaminya yakni berupa nafkah pasca cerai 




a. Nafkah iddah 
Iddah artinya satu masa dimana perempuan yang telah diceraikan, 
baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk 
meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari 
kandungan, bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan 
menjadi anak maka dalam dalam waktu beriddah, tentu dalam 
rahimnya akan bercampur dua sel, yaitu suami yang pertama dan 
suami yang kedua sehingga anak  anak yang lahir tidak jelas 




b. Nafkah Mut’ah 
Dalam syariat islam dikenal pemberian dari mantan suami 
terhadap mantan isteri yang telah diceraikan. Maksud pemeberian 
tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah 
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8
 Ibid., 126  
9
Ibid., 128 



































diceraikan oleh mantan suaminya. Adapun jumlah pemberian mut’at 
tergantung kepada kemampuan mantan suami.
10
 
Dalam pasal 1 ayat j Kompilasi Hukum Islam  yang berbunyi: 
‚mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri yang 
telah dijatuhi talak berupa benda atau uang. Adapun besar kecilnya 
hadiah tersebut tidak dibatasi disamping itu isteri berhak 
memperoleh uang belanja dan tempat tinggal dari mantan 
suaminya‛.11 
Pemberian nafkah mut’ah secara eksplisit dijelaskan dalam 
Kompilasi hukum Islam yaitu dalam pasal 149 huruf a yang yang 
berbunyi, ‚Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan 
suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan isterinya, 
baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isterinya tersebut qabla 
al dukhul.12 
c. Nafkah Madliyah  
Nafkah madliyah  terdiri dari dua kata yaitu nafkah  dan  
madliyah. Nafkah berarti belanja dan madliyah berasal dari bahasa 
arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu. Nafkah madliyah 
adalah nafkah yang tidak dipenuhi atau dibayarkan  oleh suami 
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Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227. 
11
Pasal 1 Ayat J Kompilkasi Hukum Islam.  
12
Pasal 149 Huruf A Kompilasi Hukum Islam. 



































kepada isteri atau kepada orang yang berhak (isteri dan anak) yang 
berada dalam ikatan perkawinan yang sah.
13
 
Dalam hukum positif di Indonesia juga diatur tentang nafkah 
madliyah  yang tidak disebutkan secara langsung, namun undang-
undang tersebut  mengatur tentang pemberian nafkah pasca cerai. 
Meski tidak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun 
Undang-Undang Perkawinan mengenai nafkah madliyah, namun 
dalam pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan hal lain 
yang berkaitan dengan hal terhutang yakni Melunasi mahar yang 
masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila  qabla al dukhul ‛.14 
d. Nafkah Anak  
Pemberian  nafkah  terhadap  anak  merupakan  suatu  kewajiban  
dari orang tua kepada anak, hal tersebut tercantum dalam pasal 45 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal yang 
menegaskan bahwa, ‚Kedua orang tua wajib untuk memelihara serta 
mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya‛.15 
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Abd.Rahman Ghazaly, fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),192. 
14
Pasal 114 furuf c Kompilasi Hukum Islam. 
15
Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 



































B. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili 
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum  
1. Sejarah Terbentuknya Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 
Setiap orang berhak atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum.
16
 Jaminan hukum yang  melindungi perempuan telah ada dan  
negara  wajib untuk memastikan bahwa perempuan sebagai warga negara 
memiliki perlindungan dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam 
sistem peradilan dan memiliki akses terhadap keadilan. Dalam 
implementasinya, perempuan tak mudah untuk mendapatkan persamaan 
didepan hukum dan akses terhadap keadilan. Perempuan sering 
dihadapkan pada hambatan berganda dalam rangka pemenuhan haknya 
karena adanya diskriminasi gender berdasarkan cara pandang terhadap 
pria dan perempuan yang stereotip. Pandangan yang stereotip gender dan 
perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam sistem peradilan 
berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan 
keadilan. Apabila perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip 
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Pasal 28 `Huruf d Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
17
 R Ramadan, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan, (Jakarta: Gramedika, 2016)., 
338. 



































Peraturan ini disusun oleh Mahkamah Agung dengan merujuk 
pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman  
Umum  Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif 
Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain 
terkait dengan  kekuasaan  kehakiman dan pengadilan. Peraturan ini 
dibuat agar para Hakim memiliki perspektif gender  dan  menerapkan  
kesetaraan  gender  dan  prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam 
mengadili suatu perkara. Selain itu, Mahkamah Agung berharap  melalui  
peraturan  ini,  praktik-praktik  diskriminasi  berdasarkan jenis  kelamin  
dan  stereotip  gender  di  pengadilan dapat berkurang secara bertahap, 
serta menegaskan proses pengadilan agar dilaksanakan secara 
berperspektif gender dan berintegritas.18 
Menurut Masyarakat  Pemantau  Peradilan Indonesia  (MAPPI) 
yang penelitiannya dibawah Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
gender merupakan pembedaan karakteristik, terkait posisi dan peran 
perempuan dan laki-laki di masyarakat. Dengan demikian gender 
tersebut merupakan konstruksi  sosial  yang hidup  dan  berkembang  
dalam masyarakat. Konsep gender dapat berubah-ubah serta dapat 
dialihkan dan dipertukarkan menurut  waktu, tempat, keyakinan dan 
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Rahardia Anti Kusumo, Sejarah Lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017, (Fakultas Hukum, 
Universitas Katolik Soegija pranata, 2018), 27-29. 



































budaya masyarakat. (bahasa) Pembedaan karakteristik gender yang 
merupakan konstruksi sosial ini memicu ketidak seimbangan relasi 
antara  perempuan  dan  laki-laki dalam masyarakat. Perempuan 
dianggap berada diposisi lebih rendah dari laki-laki. Kesetaraan gender 
diperlukan karena  di dalam interaksi antar masyarakat masih terjadi 
berbagai ketidak setaraan gender antara perempuan dan laki-laki. 
Tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran  perempuan  
termasuk tingginya  kasus  kekerasan  terhadap perempuan. misalnya 
selama tahun 2016 terdapat 259 ribu kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ada kesenjangan 
dalam hal akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan 
sumber daya antara perempuan dan laki-laki. Sementara  itu, peran serta 
partisipasi perempuan juga masih rendah dalam berbagai bidang. Tujuan 
keseluruhan dari kesetaraan gender adalah terciptanya masyarakat di 
mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan  
kewajiban yang sama di semua bidang  kehidupan. Kesetaraan  antara 
laki-laki dan perempuan ada saat kedua jenis kelamin tersebut  dapat 
berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan pengaruh,  memiliki 
kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya, serta 
benar-benar terbebas dar paksaan dan intimidasi. Kesetaraan gender  
yang dimaksud adalah kesetaraan substantif yang memberikan perhatian 



































khusus pada peran dan perbedaan biologis  perempuan, serta  pada 
kesenjangan atau ketimpangan gender yang ada selama ini.19 
Meskipun Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang 
untuk menghindari tindakan  diskriminasi terhadap  perempuan. Namun  
dalam praktiknya hal-hal  tersebut (diskriminasi)  masih  marak  terjadi  
khususnya ketika  proses  pemeriksaan  di  pengadilan.  Dalam  penelitian  
yang dilakukan oleh MAPPI  FHUI yang berkolaborasi dengan LBH 
Apik  Jakarta mengenai penanganan  perkara  perempuan melalui ratusan  
putusan pengadilan, wawancara, hingga  focus  group  discussion (FGD),  
adanya  ketidak adilan  dalam penanganan  perkara  terhadap perempuan 
yang berhadapan dengan hukum. Ketidak adilan tersebut mulai dari 
stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Dalam kasus 
pemerkosaan yang mana korban seringkali diperiksa oleh hakim dan 
penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau  
tidak),  pakaian apa  yang  dikenakan, gaya  apa yang  dilakukan  pelaku, 
dan sebagainya Karenahal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan 
Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan  Berhadapan Dengan Hukum. Terbentuknya  Peraturan 
Mahkamah  Agung  (Perma)  nomor  3  tahun 2017  tentang  Pedoman  
Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan Hukum  merupakan 
sebuah  terobosan.  
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Ibid., 31-33 



































Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR)  yang  menyatakan 
bahwa pembentukan  perma ini sebuah terobosan. Materi-materi yang 
diatur dalam perma ini belum pernah  terakomodir dalam peraturan 
perundangan-undangan yang ada, khususnya Kitab  undang-undang  
Hukum Acara  Pidana  (KUHAP). Meskipun  perma  ini mengatur 
tentang  pedoman  hakim  dalam  mengadili  perkara,  baik  pidana  
maupun perdata  yang  melibatkan perempuan, keberadaannya sangat 
diperlukan terutama dalam Peradilan Agama dan perempuan-perempuan 
yang berhadapan dengan hukum. 
Dengan cukup akomodatif, ICJR memandang Peraturan 
Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 ini hadir memberikan definisi 
relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim  untuk  
mengkaji  relasi  kuasa  pada  saat  mengadili  perkara  yang melibatkan 
perempuan. Adanya perma ini menurut ICJR juga dapat dijadikan 
momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif 
dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta 
mengantisipasi penafsiran yang justru merugikan korban. Perma ini juga 
dapat dijadikan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan  
yang  progresif  dalam  mengakomodir  hak-hak  korban khususnya 
perempuan. Bahkan Perma ini diharapkan dapat mengantisipasi 
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2. Isi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 3 Tahun 2017 
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan  Berhadapan Dengan  
Hukum  terdiri  atas  lima  bab,  yaitu  bab  1 ketentuan umum, bab 2 
asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan  perkara,  bab  4 pemeriksaan uji 
materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.
21
 
Pada bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 
ini memuat sepuluh poin yang di maksud dengan sebagai berikut:  
a. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang 
berkonflik dengan, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai 
saksi atau korban sebagai pihak. 
b. Jenis kelamin adalah status fisik, fisilogis dan biologis antara laki-
laki dan perempuan.  
c. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan. 
d.  Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi 
antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan 
hak-haknya. 
e. Analisis gender adalah proses yang dibangung secara sistematik 
untuk mengindentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran 
laki-laki dan perempuan. 
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 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan dengan Hukum, 1. 



































f. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap 
laki-laki dan perempuan. 
g. Stereotip gender  adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut 
karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan dan 
laki-laki. 
h. Diskriminasi terhadap perempuan adalah segala pembedaan 
pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin 
yang mempunyai dampak mengurangi, meniadakan dalam hak asasi 
manusia. 
i. Relasi kuasa adalah relasi yang besifat hierarkis, ketidak setaraan 
status sosial, budaya, pengetahuan, ekonomi yang menimbulkan 
kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks 
relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang lebih rendah. 
j. Pendamping adalah seseorang yang yang dipercaya memiliki 
keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan 
berhadapan dengan hukum dengan tujuan perempuan merasa aman 
dan nyaman dalam proses persidangan. 
Pada bab 2 yaitu asas dan tujuan  terdiri dari dua  pasal,  pasal 2 
dan 3, pasal 2 berisi asas-asas dibentuknya PERMA nomor 3 Tahun 
2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat 
manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan 
hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan 
pasal 3 memuat tujuan dibentuknya PERMA nomor 3 Tahun 2017 



































yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas 
sebagaimana dalam pasal 2, mengindentifikasi situasi yang tidak 
setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan 




Pada bab 3 tentang pemeriksaan perkara. Dalam pemeriksaan 
perkara  hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non 
diskriminasi dengan cara mengidentifikasi, fakta persidangan. Pada 
bab ini terdiri dari 7 pasal seperti seperti berikut:
23
 
1) Asal 4 dalam pemeriksaan perkara hakim agar mempertimbangkan 
ketidak setaraan status sosial antara pihak yang berperkara, 
ketidak setaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak psikis 
yang dialami korban, ketidak berdayaan fisik dan psikis korban, 
relasi kuasa yang mengakibatkan korban tidak berdaya, riwayat 
kekerasan dari perilaku terhadap korban. 
2) Pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum. Yaitu hakim tidak boleh 
menunjukkan sikap yang merendahkan, menyalahkan, atau 
mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum, 
membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan 
peraturan adat, atau kebudayaan, mempertanyakan mengenai 
pengalaman latar belakangseksualitas korban sebagai dasar untuk 








































meringankan atau membebaskan hukuman pelaku, mengeluarkan 
pertanyaan yang mengandung stereotip gender. 
3) Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk 
mempertimbangkan  dan  menggali nilai-nilai untuk menjamin 
kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan Undang-
Undang dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan 
perundang-undangan tidak tertulis yang menjamin kesetaraan 
gender, menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, 
mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian 
internasional terkait gender.  
4) Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang  terlibat  
dalam  pemeriksaan  perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum untuk tidak melakukan pernyataan yang merendahkan, 
menyalahkan, mengintimidasi, menggunakan latar belakang 
seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. 
5) Pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman 
bagi hakim untuk menanyakan dampak kerugian, kasus, dan 
kebutuhan untuk pemulihan, memberitahukan hak-hak perempuan 
dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara 
perempuan  berhadapan dengan hukum khususnya perempuan 
sebagai korban.  



































6) Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan 
berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan 
psikis.  
7) Pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan 
kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar  
keterangannya  melalui  komunikasi  audio visual  jarak jauh  bagi 
yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya 




Pada bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur 
dalam hal Mahkamah Agung  melakukan pemeriksaan uji materiil 
yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, 
kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan 
hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait 
kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap 
pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-
undangan, dan analisis gender secara komprehensif. Dan yang 
terakhir adalah Bab 5 berisi ketentuan penutup yang terdiri dari 
satu pasal yaitu pasal 12 yang berisis tentang mulai berlakunya 
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PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 
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PELAKSANAAN PERSIDANGAN TENTANG NAFKAH PASCA CERAI DI 
PENGADILAN AGAMA SURABAYA 
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surabaya 
1. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya  
Wewenang kompetensi Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai 
dengan pasal 53 UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Wewenang yang dimaksud terdiri atas wewenang relatif dan  wewenang  
absolut. Wewenang  relatif  Peradilan Agama merujuk pada  pasal 118 
HIR atau Pasal 142  RB.g.jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor.  7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut  berdasarkan 
pasal 49 UU Nomor. 7 tahun 1989.
1
 
Menurut  M. Yahya  Harahap  ada  lima  tugas  dan  kewenangan  yang 
terdapat di lingkungan Peradilan Agama yaitu:
2
 
a. Fungsi kewenangan mengadili.  
b. Memberi keterangan pertimbangan.  
c. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang.  
d. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam  
tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif.  
e. Serta bertugas mengawasi jalannya Peradilan. 
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Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. 
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M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), 135. 


































Dalam pasal 54 UU nomor 7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang 
berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata 
yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu,  landasan 
untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama  merujuk 
kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo. Pasal  66  dan 
pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.  
Pembagian  kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah 
hukum disebut kompetensi relatif (distributic van Rechtsmacht). Atau 
dengan  kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu 
Pengadilan  Agama  di  mana  apabila  terjadi  sengketa  antar  para  pihak  
yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut  
Pengadilan  yang membawahinya berhak untuk mengadili.  
Perangadilan Agama Surabaya adalah salah satu lembaga peradilan 
yang  berada  di  bawah  naungan  Mahkamah Agung yang  menangani 
perkara perdata seperti halnya pengadilan agama yang lain. Adapun 
perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya adalah 
sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama kemudian diamandemen ke dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 
2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-undang nomor 50 tahun 
2009 tentang Peradilan Agama yang disebutkan dalam Pasal 49 yaitu:  
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan 
Ekonomi Syariah. 



































2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya  
Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama  
Surabaya mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas  
kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian.  
Dengan demikian proses pelaksanaan peradilan bisa berjalan dengan 
lancar. 
 Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya yang sebagai  
mana akan dijelaskan sebagai berikut:  
a. Bagian sebelah kiri dan bawah meliputi hakim, panitera pengganti 
termasuk juru sita yang merupakan sub-organisasi fungsional 
Peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan Peradilan.  
b. Bagian sebelah kanan yang distrukturkan dibawah wakil sekretaris 
adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi 
Peradilan.  
c. Dalam bagian atau struktur, jabatan fungsional Peradilan  
dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antar pejabat  
fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih  
ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan. 
d. Mengenai hubungan fungsional antara hakim, ketua, wakil ketua  
adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 (1) Undang-
Undang nomor 1 tahun 2006 bahwa hakim adalah pejabat yang  
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.  



































3. Wilayah Yuridiksi  Pengadilan Agama Surabaya  
Surabaya secara geografis terletak diantara 07.12-112.54 lintang 
selatan dan 112.36-112.54 bujur timur, merupakan dataran rendah dengan 
ketinggian 3-6 meter dari permukaan laut. Di bagian selatan membujur 
dari barat ke timur.  
Pengadilan Agama surabaya adalah salah satu peradilan tingkat 
pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial berada di 
bawah  kekuasaan Mahkamah Agung yang mana pengadilan agama 
tersebut  menangani masalah atau konflik dalam bidang hukum perdata 
bagi orang Islam yang hidup dan menetap di Kota Surabaya, yang mana 
pengadilan  agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat 
dalam bidang  hukum Islam terutam mengenai perkara/masalah yang 
disebutkan dalam  Pasal 49 UU No. 03 Tahun 2006 tentang perubahan 
atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5
 
Surabaya adalah ibu kota Profinsi Jawa Timur yang dikenal  
sebagai Kota Pahlawan. 31 Kecamatan di wilayah kota Surabaya yang  
menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah Wilayah 
Surabaya Pusat antaranya yaitu, Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan. 
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B. Pelaksanaan Persidangan Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Agama 
Surabaya 
Berdasarkan wawancara di Pengadilan Agama Surabaya alur pelaksanaan 
persidangan adalah sebagai berikut :
6
 
1. Tahapan Sebelum persidangan 
a. Pendaftaran perkara 
Pemohon mengajukan surat permohononan dibuat secara tertulis 
dan dilampiri dengan syarat –syarat kelengkapan umum atau 
mungkin sudah sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat khusus lalu 
diserahkan kepada pengadilan agama surabaya di meja 1 bagian 
kepaniteraan. Hal tersebut tertera dalam pasal 119HIR, 143 R. Bg jo, 
pasal 58 UU No.7 tahun 1989 tentang petunjuk pembuatan surat 
permohonan. Dalam meja pertama dapat memberikan penjelasan 
yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, 
menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat 
Kuasa Untuk Membayar (SKUM), menandatangani Surat Kuasa 
Untuk Membayaran (SKUM)  
Setelah mendapatkan Surat Kuasa untuk Membayar  (SKUM) 
kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan Surat Kuasa 
Untuk Membayar (SKUM) dan membayar panjar biaya perkara 
sesuai dengan yang tertera pada (SKUM). Bagi yang tidak mampu 
dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma), ketidak 
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mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan 
dari lurah atau kepala desa yang dilegalisir oleh kecamatan setempat, 
setelah prodeo yang diajukan diterima oleh pihak pengadilan maka 
biaya perkara ditaksir Rp. 0 00, 
Setelah selesai membayar panjar biaya, para pihak kemudian 
menghadap meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan 
SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), agar diberikan nomor pada 
surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, 
dan mencatat surat permohonan tersebut pada buku register induk 
perkara yang di daftarkan. kemudian diserahkan kepada wakil ketua 
panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui 
panitera. Agar Ketua Pengadilan Agama segera menunjuk Mejelis 
Hakim atau disebut PMH (penunjukan Majelis Hakim) yang akan 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan penunjukan panitera 
sidang untuk membantu majelis hakim dalam mencatat proses 
jalannya persidangan, membuat berita acara persidangan, penetapan, 




Selepas  Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara dan 
mempelajari berkas tersebut bersama kedua hakim anggota, maka 
Ketua Majelis menetapkan hari, tanggal, dan jam diadakannya 
persidangan atas perkara tersebut. Kemudian dituangkan dalam 
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b. Tugas Aparat Persidangan  
Sejak di undang-undangkannya UUD No. 7 tahun 1989 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan 
perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama 
dalam peraturan ini terdapat wewenang sekaligus juga beban tugas 




a. Hakim  
Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung 
jawab atas perkara yang diterima untuk disidangkan, menetapkan 
hari sidang, memimpin atau mengikuti sidang sebagai ketua 
majelis atau anggota, mengonsep putusan atau penetapan dan 
memarafnya, meneliti putusan atau penetapan yang ditanganinya, 
menandatangani putusan atau penetapan bersama panitera, DLL. 
b. Panitera  
Membantu hakim dengan Mencatat jalannya persidangan, 
mengurus berkas perkara penetapan atau putusan, dokumen, dan 
surat-surat lain disimpan dikepaniteraan, menerima dan mengirim 
berkas perkara, membuat akta salinan putusan atau penetapan, 
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melaksanakan eksekusi putusan perkara yang telah bekekuatan 
hukum tetap dan atas perintah pengadilan. 
c. Jurusita 
Dalam pasal 105 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 
1989, menerangkan sebagai berikut: Melaksanakan semua perintah 
majelis sidang, melakukan panggilan atau pengumuman, 
memberitahukan penetapan atau putusan pengadilan menurut 
ketentuan undang-undang.  
2. Proses Persidangan 
Dalam  persidangan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan 
oleh pemohon dan termohon yaitu:
10
 
a. Upaya perdamaian  
Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebelum memasuki 
tahap pembacaan gugatan diharuskan pihak pemohon dan termohon 
melakukan tahap mediasi baik itu pihak mediator dipilih dari hakim 
atau salah satu pihak yang memillih. Upaya damai ini dilakukan 
sebelum pembacaan surat permohonan atau gugatan oleh hakim di 
sidang pertama, upaya damai ini sebenarnya dapat dilakukan kapan 
saja sepanjang perkara belum dihapus akan tetapi upaya damai pada 
permulaan sidang pertama bersifat mutlak atau wajib dilakukan dan 
dicamtumkan diberita acara sidang.
11
 
b. Pembacaan permohonan 
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Pembacaan surat permohonan ini, sebagaimana sudah 
dikemukakan sebaiknya dilakukan mendahului dari upaya damai dan 
pembacaan surat gugatan selalu oleh pemohon atau oleh kuasa 
hukum sahnya. Kecuali kalau penggugat buta huruf atau 
menyerahkannya kepada panitera sidang.
12
 
c. Jawaban termohon atau tergugat 
Selesai surat gugatan dibacakan majelis menganjurkan damai dan 
kalau tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan dengan menanyakan 
kepada tergugat apakah ia akan menjawab Lisan atau tertulis dan 
waktu berapa lama untuk itu, bila keadaannya seperti terakhir ini, 
tentu saja sidang kali itu akan ditutup, dan akan dilanjutkan  sidang 
selanjutnya. 
d. Replik pemohon atau penggugat 
Replik merupakan jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan 
terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik biasanya berisi 
dalil-dalil atau hal tambahan untuk menguatkan gugatan penggugat. 
e. Duplik termohon atau tergugat 
 Replik merupakan jawaban tergugat atas replik yang diajukan 
penggugat, tergugat dalam dupliknya mungkin membenarkan dalil 
yang diajukan penggugat, tahapan replik duplik dapat saja diulangi 
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f. Pembuktian pemohon dan penggugat 
Kalau penggugat dan tergugat tidak ada lagi yang 
dikemukakannya maka tahap selanjutnya adalah pembuktian. Pada 
tahapan ini setiap pihak mengajukan bukti hakim harus menanyakan 
kepada pihak lawannya, apakah iya keberatan atau tidak, dan 
memberikan kesempatan kepada pihak lawannya klau ada yang mau 
ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi. 
 Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak harus disampaikan 
kepada ketua majelis lalu ketua majelis memperlihatkan kepada para 
hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.bukti di muka 
sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu 
kalau diminta tolong oleh pihak seperti memanggil saksi. 
g. Musyawarah Majelis 
Musyawarah majelis ini sifatnya tertutup untuk umum seluruh 
pihak maupun hadirian disuruh meninggalkan ruangan sidang, 
dikatakan rahasia artinya baik dikala musyawarah maupun 
sesudahnya, kapan dan dimanapun saja, hasil musyawarah majelis 
tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam 
keputusan yang terbuka untuk umum. 
h. Pembacaan putusan 
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Pengucapan putusan selalu diucapkan di dalam sidang terbuka 
untuk umum, pengucapan putusan minimal setelah putusan selesai 
dikonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera 
sidang, selesai keputusan diucapkan, hakim ketua majelis akan 
menanyakan  kepada pihak, baik pemohon atau tergugat apakah 
mereka menerima keputusan tersebut kalau menerima maka sudah 
tertutup sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima atau masih 
berfikir dahulu baginya masih terbuka. 
Pernyataan menerima atau  tidak menerima atau pikir pikir dulu 
itu dicamtumkan dalam berita acara sidang, terhadap pihak yang 
tidak hadir ketika putusan diucapkan tentu saja harus diberitahukan 
keputusan tersebut kepadanya, upaya hukum banding kepadanya 
berlaku 14 hari sejak pemeberitahuan putusan kepadanya.
14
 




1) Putusan voluntair 
Putusan voluntair disebut juga gugatan permohonan adalah 
permasalah perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan 
yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, permohonan 
merupakan kepentingan sepihak atau tidak mengandung sengketa 
dengan pihak lain dan sifatnya beschikking (penetapan). 
2) Putusan contentiosa 
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Putusan yang mengandung sengketa diantara pihak yang 
berperkara yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan 




a) Constitutief  merupakan putusan yang memastikan suatu 
keadaan hukum, baik bersifat meniadakan suatu keadaan 
hukum atau yang menimbulkan keadaan hukum baru seperti 
putusan perceraian, merupakan meniadakan hukum yakni 
tidak ada lagi ikatan hukum antara suami istri. 
b) Comdemnatoir merupakan putusan yang memuat amar 
menghukum salah satu pihak seperti halnya ganti rugi, 
utusan untuk melaksanakan secara sukarela harus dinilai 
dalam sejumlah uan (pasal 225 HIR/pasal 259 Rbg) dan 
selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk 
membayar sejumlah uang. 
c) Declaratoir merupakan putusan yang berisi pernyataan atau 
penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan semata-
mata,Dalam suatu putusan yang bersifat declaratoir 
(meyatakan) maka  putusan  tersebut tidak dapat dipaksakan 
atau dieksekusi.  
Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Surabaya yang 
telah dipaparkan diatas, hakim selalu mendorong kesetaraan perlakuan 
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antara kedua belah pihak. Dalam UUD 1945 khususnya pasal 28 D 
hakikatnya sudah dijelaskan mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia 
tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi 
Manusia. Dalam implementasi di bidang hukum pasal tersebut membahas 
mengenai hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang 
setara. jadi  suatu kewajiban bagi hakim untuk melaksanakan proses 
persidangan sesuai undang-undang yang berlaku. Seperti penjelasan 
hakim Zainul Arifin bahwasannya: 
‚Ada suatu keadaan dimana para hakim harus jeli dan 
mempertimbangkan dalam menentukan suatu putusan yang memiliki 
dampak terhadap keberlangsungan kehidupan perempuan. Karena 
biasanya kasus yang membawanya ke meja hijau membawa dampak 
psikis dapat berupa trauma atau ketakutan yang berlebihan, terlebih lagi 
tidak semua wanita memiliki public speaking (berbicara didepan umum) 
yang mumpuni, sehingga ada persentase perempuan yang tidak dapat 
mengutarakan pendapatnya di muka pengadilan karena nervous 
(gugup)‛.17 
 
Maka dari itu peran hakim sangat dominan dalam hal ini. 
Contohnya hakim dalam pemberitahuan terhadap pihak mantan istri 
dalam memperoleh hak-haknya. misalkan dalam pendampingan kuasa 
hukum, disitu hakim menanyakan apakah saudara membawa kuasa hukum 
atau tidak. Hal tersebut terlihat sepele tapi sangat membantu bagi pihak 
perempuan. 
Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwasannya di 
Pengadilan Agama Surabaya majelis hakim sudah mengimplementasikan 
kesetaraan gender pada proses pengadilan. Salah satu bukti adalah 
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konfirmasi hakim terhadap pihak perempuan. dalam hal ini hakim selalu 
berusaha menanyakan kepada para pihak termasuk perempuan apakah 
mereka telah memiliki pendampingan hukum. Lebih lanjut, ketika pihak 
perempuan menyatakan tidak ada maka hakim menyarankan tersebut. 
Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Surabaya, majelis 
hakim menegaskan bahwa mereka sangat mendukung keadilan bagi 
semua pihak, termasuk pihak perempuan. Akan tetapi keadilan dan 
dukungan itu tidak serta merta mudah diterapkan terutama ketika 
terbentur dengan kondisi finansial para pihak. Salah satu contoh tentang 
nafkah pasca cerai. Dalam islam dijelaskan perihal pemberian nafkah dari 
mantan suami terhadap mantan istri harus dilakukan secara ma’ruf 
(dengan baik) artinya pemberian nafkah sesuai dengan dengan 
kemampuan suami. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan 
dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 KHI yang berbunyi bahwa suami wajib 
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
18
 
Dalam pasal 34 ayat 1 UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 juga 
dijelaskan bahwasannya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan 
besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan 
kemampuan si suami. Selain itu dijelaskan pula dalam kitab undang-
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undang Hukum Perdata  yang mana mengatur mengenai nafkah secara 
jelas, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) yang mengatakan bahwa suami wajib 
untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa 
yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.
19
 
Dapat dilihat dari berbagai ketentuan yang ada baik dalam KHI, 
UU Perkawinan, dan KUHPer menjelaskan bahwa pemberian nafkah 
untuk kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban pihak suami meskipun 
besarnya nafkah tidak ditentukan secara pasti kadarnya. Hal tersebut 
berdampak terhadap ketidak adilan bagi perempuan karena terkadang 
nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan  kehidupan mantan 
istri. 
Menurut Hakim Zainal Arifin dari hasil wawancara yang telah 
dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, seorang hakim dalam 
menangani suatu perkara selalu melihat status sosial para pihak yang 
berperkara. Hal ini sangat urgent (penting) karena status sosial sangat 
mempengaruhi terhadap hasil putusan, contohnya dalam suatu perkara 
hakim mengadili pihak yang tidak/kurang pengetahuan tentang hukum 
atau orang yang dapat dikatakan tidak berpendidikan tentu saja 
pemahaman hukum berbeda dengan orang yang berpendidikan. Maka dari 
itu kewajiban hakim memberikan penjelasan lebih detail terhadap pihak 
yang kurang tahu mengenai hak dan kewajibannya. Dan  status sosial juga 
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berdampak pada penentuan besar kecilnya nafkah yang diberikan mantan 
suami kepada mantan istri.
20
 
Tidak semua elemen masyarakat khususnya perempuan mengerti 
tentang hukum. Sudah sewajarnya perlindungan hukum yang merupakan 
akses keadilan didapat semua masyarakat, termasuk pendampingan 
perempuan di muka persidangan. Hal ini dapat dikatakan urgent (penting) 
mengingat tidak semua perempuan tahu mengenai hal itu, maka tugas 
seorang hakim memberikan arahan atau pengetahuan kepada para pihak 
yang kurang pengetahuannya terhadap hukum seperti halnya adanya 
pengajuan pendampingan hukum bagi pihak yang tidak mampu dalam 
menghadirkan kuasa hukum, namun semua merupakan kehendak 




Dalam kasus perceraian, tentu ada konsekuensi hukum lain yang 
timbul dan harus diselesaikan oleh pihak yang berperkara, salah satunya 
adalah pembagian harta mantan istri dengan mantan suami selama dalam 
ikatan perkawinan, ketentuan pembagian harta bersama sudah diatur 
dalam Undang-Undang hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
yaitu  dari seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dibagi 
setengah. Namun terkadang hakim tidak selalu memperhatikan aturan 
tersebut, hakim dapat memutuskan presentase lain dengan pertimbangan-
pertimbangan tertentu misalkan atas dasar siapa yang mengurus dan 
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membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta gono gini lebih 
besar dan siapa yang ternyata mampu untuk membiayai hidup sendiri.  
Dan hakim membagikan harta gono gini terkadang bisa melihat kondisi 
pelanggaran norma agama atau kesusilaan yang dilakukan para pihak 
misalkan suami selama melangsungkan rumah tangga tidak bekerja, 
sering melakukan KDRT, tidak menafkahi istri atau sebaliknya istri 
melakukan nusyus (durhaka) terhadap mantan suami maka bisa saja 
hakim tidak menetapkan harta gono-gini setengah-setengan antara 
mantan suami dan mantan istri. 
Selain itu dalam proses persidangan di Pengadilan Agama 
Surabaya, menurut Hakim Zainal Arifin, majelis hakim selalu 
memperhatikan keadaan para pihak yang berperkara yaitu khusunya 
keadaan psikis. Mereka selalu mencoba menanyakan keadaaan para pihak 
khususnya keadaan psikis yang dialami korban atas ketidak berdayaan 
fisik atau mental. Hal ini menurut hakim sangat penting untuk 
memastikan bahwa keadaan para pihak yang berperkara dalam keadaan 
sehat, sehingga dalam proses persidangan berjalan dengan lancar. Dan 
keterangan atau bukti-bukti merupakan hal yang harus disampaikan 
ketika dalam proses persidangan untuk mengetahui kejadian yang melatar 
belakangi terjadinya perkara tersebut, dan sebagai dasar hakim dalam 
pertimbangan memutuskan perkara. Seperti yang dipaparkan oleh hakim 
Zainal Arifin: 



































‚Dalam memulai proses persidangan majelis hakim selalu 
menanyakan keadaan pada saat itu seperti bagaimana keadaan hari ini, 
apakah ibu dalam keadaan sehat, apakah bisa mengikuti proses 
persidangan hari ini,apakah sidang bisa dimulai‛22 
 
Hal lain yang juga penting untuk diteliti dalam pelaksanaan 
persidangan yang berkaitan dengan perempuan adalah cara penegak 
hukum termasuk hakim berinteraksi atau memeriksa perkara. Mengingat 
bahwa hakim merupakan penegak hukum, ketika mengadili suatu perkara 
hakim tidak boleh menunjukkan sikap yang merendahkan para pihak, 
menyalahkan, atau membenarkan terjadinya diskriminasi dalam bentuk 
apapun terhadap para pihak tanpa adanya bukti atau kebenaran yang 
hakim dapatkan ketika proses mengadili persidangan. Selain itu hakim 
tidak boleh mengintimidasi (menggertak atau menakut-nakuti) tanpa 
adanya alasan tertentu, seperti contoh hakim boleh mengintimidasi ketika 
salah satu pihak tidak memberikan peryatakan yang tidak benar atau 
bohong atau tidak mau memberikan keterangan-keterangan yang 
ditanyakan oleh hakim. 
Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu 
perkara adalah keterangan atau pernyataan dari para pihak, misalkan 
dalam kasus perceraian. Dalam kasus perceraian terdapat banyak faktor 
yang melatar belakangi perceraian tersebut antara lain kasus KDRT, 
perselingkuhan, tidak menjalani hak dan kewajiban sebagai suami istri. 
Hal ini tentunya menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu 
perkara. Akan tetapi Hakim tidak semerta merta mempertanyakan Hal 
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yang menurut hakim tidak perlu untuk dipertanyakan dalam persidangan, 
dan sebaliknya hakim akan mempertanyakan yang menurut Hakim perlu 
untuk dipertanyakan, anatara lain latar belakang seksualitas. Menurut 
hakim pengadilan Agama surabaya Zainul Arifin terkadang ada kasus 
perceraiaan yang dilatar belakangi pihak suami atau istri tidak 
memberikan nafkah batin atau tidak mau melakukan hubungan 
seksualitas. Maka dari itu hakim perlu adanya keterangan mengapa pihak 




Dalam mengadili suatu perkara, keterangan para pihak merupakan 
sumber atau data hakim untuk melakukan pertimbangan dalam penetapan 
putusan. Pertimbangan tersebut diperoleh dari bukti-bukti dan 
keterangan-keterangan para pihak yang berperkara, maka tentunya hakim 
selalu cenderung mendengarkan apa yang disampaikan para pihak. Dalam  
keterangan para pihak terkadang menjelaskan perbuatan-perbuatan pihak 
lawan selama menjalani kehidupan bersama, misalkan dalam kasus 
perceraian, dalam kasus perceraian ada dua kemungkinan yaitu cerai talak 
dan cerai gugat. Cerai talak disebabkan oleh suami menceraikan istri yang 
diajukan kepada Pengadilan Agama dengan alasan sikap istri yang 
nusyus, melakukan perselingkuhan, tidak patuh terhadap suami, 
melakukan hubungan suami istri dengan orang lain, sehingga suami 
mentalak istri dengan alasan tersebut. Sedangkan cerai gugat yaitu 
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perceraian yang diajukan istri kepada Pengadilan Agama dengan alasan 
antara lain suami melakukan KDRT, tidak menafkahi istri dan anaknya, 
melakukan perselingkuhan sehingga istri mengajukan gugatan cerai. 
Maka dari itu, hakim dalam peroses persidangan selalu mendengarkan 
pernyataan atau keterangan dari kedua belah pihak untuk dijadikan 
pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara.
24
 
3. Tahapan sesudah persidangan  
Setelah proses pelaksanaan persidangan selesai maka pengadilan 
agama akan mengeluarkan suatu putusan untuk mengakhiri atau 
menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Namun apabila penggugat 
atau tergugat merasa bahwa putusan pengadilan tidak mencerminkan 
keadilan maka Undang-Undang memberikan upaya hukum untuk 
melakukan perlawanan, pada tenggang waktu 14 hari terhitung sejak 
dikeluarkannya putusan, pemberian hak kepada setiap seorang yang 
sedang berperkara untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan 
pengadilan yang diberikan oleh Undang-Undang dimaksudkan untuk 
mencegah adanya keputusan hakim yang salah.
25
 
Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu 
putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya, banding, 
maupun kasasi, suatu putusan perkara perdata tidaklah mempunyai arti 
bagi pihak yang menang tampa adanya eksekusi, oleh karena itu, setiap 
putusan hakim harus dapat dilaksanakan atau dengan kata lain 
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eksekutorial. Jadi tujuan dari paksaan terhadap pelaksanaan putusan 
pengadilan, tidak lain adalah realisasi kewajiban dari pihak yang kalah 
untuk menjalankan putusan pengadilan tersebut.
26
 
Dalam mengeksekusi putusan dilatar belakangi oleh ketentuan 
Hukum Acara Perdata yakni hakim tidak boleh melebihi kewenangan 
yang tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata, misalkan dalam kasus 
pembebanan nafkah yaitu ketika mantan suami lalai atau tidak mau 
membayar nafkah dengan suka rela maka yang harus mengajukan 
permohonan eksekusi. Akan tetapi hakim punya ijtihad untuk 
menegakkan keadilan seperti halnya Hakim biasanya memerintahkan 
kepada mantan suami untuk melakukan pemberian nafkah kepada istri 
sebelum suami membacakan ikrar talak karena hakim mengantisipasi 
kelalaian mantan suami dalam pembiayaan nafkah pasca cerai kepada 
mantan istri. Dasar hukum hakim memerintahkan mantan suami untuk 
memberikan nafkah sebelum dibacakan ikrar talak adalah mengambil 
dasar dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan 
demi keadilan. Dan hakim sejak proses persidangan dengan memberi 
arahan kepada mantan suami akan akibat hukum yang akan ditanggung 
apabila putusan tidak dilakukan secara suka rela. Dalam hukum perdata 
eksekusi tidak bisa secara langsung karena tidak menyangkut keadaan 
yang lebih kompleks seperti kerugian yang timbul dalam perkara pidana.
27
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putusan tentang nafkah pasca cerai yang besifat  comdemnatoir 
pelu adanya sukarela dari pihak mantan suami untuk melaksanakan amar 
putusan tersebut, Namun kenyataannya tidak selalu akibat hukum 
tersebut (berupa kewajiban pemberian nafkah pasca cerai) dilaksanakan 
oleh mantan suami. Tanpa adanya kesadaran hukum dari mantan suami, 
kepastian hukum bagi mantan isteri tidak akan terwujud dan terhalang 
dalam usaha mendapatkan hak-haknya berupa iddah, mut’ah, madliyah, 
dan nafkah untuk anak. Adanya hukum yang timbul dari jatuhnya putusan  
berguna bagi kepentingan mantan isteri untuk melindungi hak-haknya 
dari pelanggaran hukum (ingkarnya mantan suami). Maka dari itu majelis 
hakim sebagai penegak hukum harus memberikan kontribusi atau 
penanganan terhadap putusan nafkah pasca cerai agar tidak terjadi 
diskriminasi atau memberatkan pihak mantan istri. 
 




































ANALISIS PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TERHADAP  PELAKSANAAN 
PERSIDANGAN TENTANG NAFKAH PASCA CERAI DI PENGADILAN 
AGAMA SURABAYA 
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Nafkah Pasca Cerai di 
Pengadilan Agama Surabaya  
Dalam proses pelaksaan persidangan di Pengadilan Agama Surabaya, ada 
beberapa tahapan yang harus ditempuh para pihak untuk menyelesaikan 
suatu perkara diantaranya yaitu tahapan sebelum persidangan. Dalam  
tahapan ini penggugat atau pemohon perlu menyiapkan dokumen-dokumen 
yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan atau gugatan cerai. Setelah 
menyiapkan dokumen, pemohon mengajukan surat permohononan atau 
gugatan di Meja 1 lalu membayar panjar biaya di Bank sesuai dengan Surat 
Keterangan Untuk  Membayar (SKUM).  ketika semua berkas sudah legkap 
maka para pihak memberikan berkas tersebut kepada ketua panitera untuk 
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar segera 
melakukan penunjukan Majelis Hakim untuk proses persidangan. 
Setelah melakukan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang, 
pemohon atau penggugat menunggu pemanggilan jadwal sidang. Saat proses 
persidangan berjalan, kedua belah pihak harus menghadiri persidangan untuk 
mengikuti mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Dengan adanya 
mediasi, diharapkan kedua belah bisa berdamai dan menarik gugatannya.  
Akan tetapi apabila keputusan untuk bercerai sudah bulat, maka akan 



































dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan atau permohonan perceraian 
dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari suarat gugatan atau 
permohonan diteruskan replik, duplik, pembuktian, musyawarah dan 
pembacaan putusan. 
 Dapat dilihat dari observasi yang telah dilakukan bahwasannya ada 
beberapa ketentuan dalam PERMA No. 3 tahun 2017 yang belum 
sepenuhnya diterapkan. Dalam hal  kesetaraan hak terhadap pihak 
perempuan dalam kasus pemberian nafkah yang diberikan mantan suami 
terhadap mantan istri tidak cukup untuk kehidupan istri sehingga tidak 
setaranya hak bagi mantan istri. Selain itu juga ketika dalam proses 
persidangan hakim mengintimidasi para pihak bisa juga dikatakan tidak 
sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 hal ini dibuktikan dengan hakim 
masih menyalahkan ketika hakim mencari ataupun memastikan kebenaran 
dan ketika pihak- pihak yang berperkara tidak menjawab pertanyaan hakim 
atau dalam pernyataannya terdapat kebohongan serta bertele-tele, dan hakim 
masih menanyakan latar belakang seksualitas terhadap para pihak termasuk 
perempuan, bertujuan untuk melakukan pertimbangan hukum yaitu dalam 
kasus percerian yang diakibatkan salah satu pihak tidak melakukan hak dan 
kewajibannya yaitu memberikan nafkah batin atau tidak mau melakukan 
hubungan suami istri. 
Adapun yang sudah diterapkan diantaranya implementasi kesetaraan 
gender pada proses pengadilan. Dapat dibuktikan dengan konfirmasi hakim 
terhadap persoalan eksistensi pendampingan hukum terhadap pihak 



































perempuan. Tidak semua perempuan mengetahui hak-haknya. Bantuan 
pendampingan hukum sangat membantu. hal ini sudah jelas bahwasannya 
hakim sangat mengedepankan kesetaraan. Selain itu, mendukung keadilan 
bagi semua pihak, termasuk pihak perempuan. bahwa pemberian nafkah 
untuk kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban pihak suami meskipun 
besarnya nafkah tidak ditentukan secara pasti kadarnya. Hal tersebut 
mengacu pada kedudukan dan kemampuan pihak suami. Hakim juga 
memperhatiakan keadaan psikis korban, ketidak berdayaan fisik atau mental 
untuk menjamin kesehatan para pihak untuk kelancaran proses persidangan. 
Hakim juga melakukan penafsiran peraturan Undang-Undang atau hukum 
yang tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender. Seperti yang 
dilakukan hakim dalam menetapan pembebanan kadar besarnya nafkah pasca 
cerai.  
B. Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Pelaksanaan 
Persidangan Tentang Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Agama Surabaya  
Analisis PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum terhadap pelaksanaan persidangan di 
Pengadilan Agama Surabaya, ada beberapa hal yang  penulis temukan 
berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Surabaya antara  lain kesesuaian 
PERMA No. 3 tahun 2017 dengan pelaksanaan hakim dalam melaksanakan 
persidangan. Akan tetapi ada juga ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai. 



































Adapun beberapa hal yang menurut penulis sudah sesuai antara PERMA 
No. 3 tahun 2017 dan pelaksanaan persidangan hakim dalam mengadili 
perkara antara lain: 
Pada pelaksanaan di Pengadilan Agama Surabaya dalam mengadili suatu 
perkara merupakan kewajiban hakim untuk melakukan perlakuan yang setara 
terhadap para pihak, karena hakim merupakan penegak hukum yang mana 
posisi hakim berada diantara para pihak untuk memberikan jalan keluar atau 
memberikan solusi. Misalnya, ketika hakim berhadapan dengan pihak yang 
buta akan hukum, Hakim  selalu menanyakan kepada para pihak apakah para 
pihak membawa kuasa hukum atau tidak untuk melakukan proses 
persidangannya dan hakim juga memberi kesempatan bagi para pihak untuk 
menyampaikan pernyataan yang ingin disampaikan. Menurut penulis 
keterangan hakim tersebut mempunyai kesesuai dengan PERMA No. 3 tahun 
2017 pasal 3 (b) yang berbunyi hakim dalam mengadili perkara harus 
mengindentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga 
mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan.  
Selain itu hakim juga mempertimbangkan status sosial dalam hal 
penetapan putusan khususnya tentang penetapan nafkah pasca cerai, hakim 
mempertimbangkan kondisi dan situasi para pihak yang berperkara. Hal 
tersebut sangat penting karena itu merupakan salah satu dasar hakim untuk 
menentukan jumlah atau kadar nafkah yang harus diberikan mantan suami 
kepada mantan istri yang penentuan kadarnya harus sesuai dengan 
kemampuan dan kedudukan suami. Oleh karena itu, status sosial berdampak 



































pada penentuan besar kecilnya nafkah yang diberikan mantan suami kepada 
mantan istri. Selain itu kesetaraan status sosial bisa dilihat juga dalam hal 
latar belakang pendidikan  yang berdampak pada pengetahuan para pihak 
sehingga hakim memberikan arahan atau penjelasan lebih detail mengenai 
hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal tersebut menurut penulis 
sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 4 ayat a yang berbunyi agar 
hakim mempertimbangkan kesetaraan status sosial antara para pihak yang 
berperkara. 
Dalam pemeriksaan perkara bertujuan untuk menggali informasi atau 
keterangan dari para pihak, misalkan riwayat kekerasan yang dialami korban. 
dampak psikis korban, keadaan fisik dan mental para pihak untuk 
memastikan keadaan para pihak benar-benar dalam keadaan sehat, dalam 
pembagian harta gono gini banyak yang dijadikan hakim sebagai 
pertimbangan diantaranya pelanggaran norma atau kesusilaan, siapa yang 
mengurus atau membiayai anaknya, siapa yang pendapanya lebih besar 
sehingga tidak sampai terjadi diskriminasi atau ketidak adilan dalam 
pembagian harta tersebut. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam telah 
diatur yaitu setengah dari harta. Menurut penulis dari keterangan yang 
dipaparkan hakim ini ada kesesuaian dengan PERMA No. 3 tahun 20017 
pasal 4 (c, d, e, f, g) hakim dalam pemeriksaan perkara harus 
mempertimbangkan dampak diskriminasi, riwayat kekerasan, ketidak 
berdayaan fisik, relasi kuasa, dan dampak psikis. 



































Dalam mengadili Suatu kewajiban hakim untuk memberikan 
perlindungan hukum yang setara terhadap para pihak yang berperkara, baik 
ketika pihak-pihak tidak mampu untuk menghadirkan kuasa hukum atau 
bahkan tidak mengetahui eksistensi dari kuasa hukum. Maka perihal 
pendampingan hukum ini hakim diwajibkan untuk memberikan informasi 
atau himbauan untuk mengajukan kuasa hukum untuk mendampinginya 
dalam proses persidangan. Menurut penulis dari keterangan hakim tersebut 
sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 4 b yang berbunyi hakim 
dalam pemeriksaan perkara harus mempertimbangkan keseraan perlindungan 
hukum yang berdampak pada akses keadilan. 
Dalam mengantisipasi kelalaian mantan suami dalam melaksanakan amar 
putusan tentang pembebanan nafkah oleh mantan suami tehadap mantan istri 
hakim memerintahkan kepada mantan suami untuk membayar pembebanan 
nafkah sebelum pembacaan ikrar talak secara suka rela meskipun dalam 
undang-undang menjelaskan pemebebanan nafkah oleh mantan suami kepada 
mantan istri setelah pembacaan ikrar talak. Menurut penulis dari keterangan 
hakim tersebut sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 6 (b) yang 
berbunyi dalam mengadili perkara hakim melakukan penafsiran peraturan 
perundang-undangan atau hukum yang tidak tertulis yang menjamin 
kesetaraan gender. 
 Disamping itu penulis menemukan beberapa hal yang menurut penulis 
tidak sesuai antara PERMA No. 3 tahun 2017 dengan proses pelaksanaan 
persidangan di Pengadilan Agama Surabaya yaitu: 



































Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menjamin kesetaraan hak 
kedua belah pihak termasuk perempuan, Ketika berbenturan dengan keadaan 
mantan suami yang kurang mampu sedangkan biaya kebutuhan kehidupan 
mantan istri dan anaknya yang cukup besar, sehingga antara pemberian 
mantan suami terhadap mantan istri tidak cukup untuk menutupi kebutuhan. 
Menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 
pasal 3 (c) yang berbunyi hakim dalam mengadili perkara agar menjamin hak 
perempuan terhadap yang setara dalam memperoleh keadilan. Karena anak 
merupakan tanggung jawab seorang ayah terutama dalam hal materi jika 
memang kebutuhan anak misalnya sekolah tidak bisa ditutupi. 
Menurut hakim keterangan para pihak dan bukti lainnya sangat penting 
sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, misalnya 
dalam perkara perceraian. Banyak faktor penyebab terjadinya percerian 
tersebut salah satunya adalah ketika pihak suami atau istri tidak mau 
memberikan nafkah batin (melakukan hubungan suami istri) sehingga 
mengakibatkan rumah tangga meraka  tidak harmonis. Tentu bagi hakim 
harus mengetahui latar belakang mengapa pihak suami atau istri tidak mau 
melakukan hubungan suami istri sehingga terbukti siapa yang tidak 
memenuhi hak dan kewajibannya yang mengakibatkan pertimbangan 
pembebanan nafkah cerai. Maka  penulis dapat menyimpulkan bahwa 
kurangnya kesesuaian apa yang dijelaskan hakim dengan PERMA No. 3 
tahun 2017 pasal 5 (c) yang berbunyi hakim tidak boleh mempertanyakan 
atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang 



































seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan atau meringankan 
hukuman pelaku. 
Dalam memeriksa suatu perkara para hakim tidak diperbolehkan 
mengeluarkan atau menunjukkan suatu sikap yang menyatakan 
merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi kepada para pihak. Akan tetapi 
hal itu berbenturan ketika para pihak dalam memberikan keterangan bertele-
tele, berbohong atau bahkan tidak mau menjawab pertanyaan hakim. Tentu 
hakim akan mengeluarkan pernyataaan yang mengintimidasi menggertak 
atau menakut-nakuti ketika salah satu pihak yang tidak memberikan 
keterangan yang benar atau tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 
hakim tersebut. Jadi menurut penulis dari keterangan hakim ini kurangnya 
kesesuaian dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 5 (a) yang berbunyi 
hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau pernyataan yang bersifat 
merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi perempuan berhadapan dengan 
hukum. 
Dalam mengadili suatu perkara di Pengadilan Agama Surabaya hakim 
wajib mendengarkan pernyataan atau keterangan dari kedua belah pihak baik 
itu mengenai latar belakang perilaku tergugat terhadapnya, kecurangan, 
kesalahan, ketidak adilan yang pernah dilakukan tergugat terhadap 
penggugat karena hal tersebut merupakan salah satu dasar pertimbangan 
untuk menetapkan suatu putusan. Akan tetapi hakim harus menggali 
kebenaran yang dinyatakan para pihak agar tidak terjadi deskriminasi, atau 
ketidak adilan. Menurut  penulis hal tersebut kurang sesuai dengan PERMA 



































No. 3 tahun 2017 pasal 7 yang berbunyi selama jalnnya persidangan hakim 
agar mencegah atau menegur para pihak atau kuasa hukum yang bersikap 
atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, 
atau menggunakan latar belakang pengalaman atau latar belakang 
seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. 
Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama surabaya khususnya 
tentang pembebanan nafkah yang telah berkekuatan hukum dalam 
pelaksanaannya masih membutuhkan penyelesaian secara sukarela oleh para 
pihak yang berperkara karena bersifat constitutif (putusan yang menciptakan 
suatu keadaan hukum yang baru). Karena putusan tersebut tidak memuat 
adanya hak atas suatu prestasi maka tidak dapat dilaksanakan eksekusinya 
tanpa pengajuan permohonan eksekusi dari terohon (mantan isteri). 
Pengajian eksekusi apabila mantan suami tidak melaksanakan ingkar 
terhadap isi putusan tersebut. Jadi menurut penulis hal tersebut tidak sesuai 
dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 2 (e, g) yaitu dalam mengadili 













































A. Kesimpulan  
Dari beberapa penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab  
sebelumnya dalam skripsi ini, maka ada dua kesimpulan yang dapat ditarik 
sebagai berikut:  
1. Dalam pelaksanaan  sidang pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya 
mengikuti beberapa tahapan, diantaranya meliputi tahapan  pertama yaitu 
tentang proses sebelum persidangan yang mana didalammmya memuat 
proses pendaftaran sampai penunjukan majelis hakim dan hari sidang, 
selanjutnya proses persidangan yang memuat tentang tata cara hakim 
dalam pengadili suatu perkara, dan yang terakhir tahapan sesudah 
persidangan, dalam tahapan ini menjelaskan akibat hukum dan bagaimana 
langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan para pihak. Lebih 
lanjut, pelaksanaan sidang akan dilaksanakan dengan seadil-adilnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. 
2. Menurut analisis PERMA No. 3 Tahun 2017 beberapa hal dalam 
pelaksanaan persidangan memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 
keadilan dan kesetaraan gender yang didorong oleh PERMA tersebut. 
Akan tetapi ada juga ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai.  




































1. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mengadili perkara dengan 
seadil-adilnya terutama dalam mengadili perkara perempuan. 
2. Diharapkan pemerintah agar menyediakan fasilitas keadilan hukum yang 
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